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PUTUSAN
Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Tgm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten

Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar
negeri,, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus,
dengan Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 April 1998, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/5/V/1998, tanggal 08
Mei 1998;
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2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan

jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai tanggal 04 April

2012;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan

dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK |, umur 17 tahun;

2. ANAK II, umur 6 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 04 April 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan sepengetahuan

Penggugat, tanpa alasan dan tujuan;

6. Bahwa selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta

tidak diketahui tempat tinggalnya;

7. Bahwa upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian

terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak

berhasil;

8. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah

kepada Penggugat dan juga tidak ada harta milik Tergugat yang

ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan demikian, sehingga

berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat dan tidak sanggup lagi

melanjutkan rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
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Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa
tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1806114107830001, vyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Tanggamus tertanggal 30 Januari 2013, yang telah dinazegelen. Kemudian
Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut,
ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan
tinta warna hitam;

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/5/V/1998 atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Mei 1998, yang
telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan
alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf
dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

c. Asli Surat keterangan atas nama Tergugat Nomor 474/22/60.01/V1/2016 yang
dikeluarkan oleh Kepala Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung kabupaten
Tanggamus tertanggal 30 Mei 2016, yang telah dinazegelen, kemudian
setelah diperiksa oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (Bukti P-3)

dengan tinta warna hitam;
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Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi sebagai berikut:
1.- -SAKSI |, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada
tahun 1998;
- Bahwa Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak
bernama Sandi Nayoan dan Adittia dan sekarang anak tersebut
dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak
diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pamitan kepada
Penggugat untuk usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat
karena sampai dengan sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun
tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah
untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya
hidup Penggugat;
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2.--SAKSI Il, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikah Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang
anak masing-masing bernama Sandi Nayoan Adittia, sekarang
dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa
seizin Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama empat
tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat
karena sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak
diketahui lagi keberadaaanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena
rumah tangganya rukun-rukun saja;
- Bahwa Kami sudah sering mencari keberadaan Tergugat, namun
samapi sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk
Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak meninggalkan harta
untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
- Bahwa Tidak ada sudah cukup;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya
serta mohon putusan;
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Menimbang bahwa untuk terpenuhinya pelanggaran sighat taklik talak
tersebut Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara
yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus dan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan,
Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan
pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan
materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah
sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat diterima
sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima
dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat
tidak hadir serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,
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maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang
menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149
ayat (1) Rbg., maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek). Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang
terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi
atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dengan menganjurkan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan mana dijatuhkan dengan tidak hadirnya
Tergugat maka secara formal dapat dianggap bahwa hak jawab Tergugat
menjadi gugur dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, hal ini sejalan
dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz Il halaman 405 yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim:

o 4>

Artinya: “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan
tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak
jawabnya menjadi gugur “

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang
menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk
perkara khusus (Lex Specialis) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan
tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk
mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor
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7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang
masing-masing bernama SAKSI | dan SAKSI I1;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda
Penduduk adalah sebagai conditio sine quanon, dan telah dipertimbangkan
terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Tanggamus merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna
dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat
bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 (Surat Keterangan Kepala Pekon
Rantau Tijang) yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012, dan hingga sekarang tidak
diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh
pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan
materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah
sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, Majelis Hakim
berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa
dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar
keterangannya, sehingga saksi-saki tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat
mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan
yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan saksi tersebut juga dapat
menjelaskan mengenenai penyebab (vreem de oorzaak) dan akibat hukum
(rechts gevolg), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah
memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian
yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht) dan
berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti
saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai
kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan
Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh alat
bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Agama Tanggamus;

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, yang menikah

tahun 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang

diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat
disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi
keberadaanya;
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- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati

Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah
diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama angka 1, 2 dan 4, dengan
demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada
kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat telah
meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak lagi
mempedulikan Penggugat, padahal seharusnya Tergugat sebagai suami
berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaiman
yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri Juz Il halaman 154 yang
diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan :

Olé CadSi it st asuallli canzgs ilSa o diva $Mlall Caysi,uasls
adeY il Wz i b2l oY gasles §l2all §Mall
“Apabila ta’lig thalaq yang dijanjikan seorang mukallaf ketika akad nikah itu
terbukti sungguhpun yang bernjan;ji ta’liq thalaq itu sedang berada dalam gila,
ayan atau mabuk, baik disengaja atau tidak, maka jatuhlah thalaq itu. Karena
sesungguhnya yang disyaratkan berada dalam sehat akal itu, ketika igrar ta’liq
thalaq”
Dan telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat
dalam Kitab Syargawi Alat Tahrir Juz Il halaman 302 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Barang siapa yang
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menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan

terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zhahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut ternyata Penggugat tidak
ridho dengan perbuatan Tergugat dan Penggugat mengajukan halnya ke
Pengadilan Agama serta Penggugat juga telah membayar uang iwadh sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat
telah memenuhi syarat taklik talak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya,
sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan
Penggugat mengenai thalak satu khul'i tersebut memenuhi Pasal 161 Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;
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Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menngirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal

23 Muharam 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus

yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri

Nur’ani Madjid, S.H.l dan Maswari, S.H.l.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim

Anggota, didampingi Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Sri Nur'ani Madijid, S.H.I M. Kamal Syarif, S.Ag, MH
Hakim Anggota,
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Maswari, S.H.l.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp.  6.000.-

JUMLAH Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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